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PUTUSAN
Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Bko

] < ‘o g | ]
e Iopaal, 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Pamenang, 13 Januari 1996, umur 27 tahun,
agama Islam, pekerjaan |bu Rumah Tangga,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Provinsi
Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Semarang, 05 Januari 1986, umur 37 tahun,
agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Jambi,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu

juga dengan register perkara Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Bko, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamenang, Kabupaten
Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta
Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 11 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXX, Provinsi Jambi
dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan
layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada bulan Januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak rukun lagi di sebabkan sebagai berikut :
a. Tergugat sering pergi keluar rumah malam hari pada jam 20.00
WIB dan baru kembali pulang pada dini hari di jam 02.00 WIB dalam
keadaan mabuk;
b. Tergugat sering bermain judi bersama teman-teman Tergugat;
4, Penggugat menasihati Tergugat supaya Tergugat merubah sikap
buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat hanya diam saja dan tetap tidak
berubah;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada
bulan Februari 2020, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara
Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat
dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Penggugat kembali menasihati
Tergugat supaya Tergugat berhenti mabuk-mabukan dan bermain judi, akan
tetapi Tergugat tidak mau berubah dan malah marah-marah kepada
Penggugat yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi
dari rumah kediaman bersama dan Tergugat pulang ke rumah orang tua
Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan
tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara
Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban
sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 9

(sembilan) bulan;
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7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan
Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Pengugat merasa sudah tidak
sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan
perceraian adalah jalan yang terbaik;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap
Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang
lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak
hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang
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tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang
pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar
keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX dengan XXXX,
Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA
Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 11 Desember
2019. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai
dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti
surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya
diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu

Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Propinsi Jambi. Dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah
kediaman orang tua Penggugat di XXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan
sekarang;

- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;

- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara
Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat
dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
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2. XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pedagang, bertempat tinggal di XXXX, Propinsi jambi. Dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah
kediaman orang tua Penggugat di XXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 sudah tidak
harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah
kembali lagi;

- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;

- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara
Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat
dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak
akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan
bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokonya tetap
dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang
berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang
dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk
menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal
145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan

patut dan pihak Penggugat in person datang menghadap di persidangan
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sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat
telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo
tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap
litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap

mempertahankan isi gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada
pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan
Januari 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat sering pergi keluar rumah malam hari pada jam 20.00 WIB dan baru
kembali pulang pada dini hari di jam 02.00 WIB dalam keadaan mabuk, Tergugat
sering bermain judi bersama teman-teman Tergugat, Penggugat menasihati
Tergugat supaya Tergugat merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi
Tergugat hanya diam saja dan tetap tidak berubah yang akibatnya antara
Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020
hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan
demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah
dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara
ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat
beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena
adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah,
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juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan
dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi
keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan
bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua)
orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi akta autentik, yang
aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup,
setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan
cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg.
jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai
dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis
tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat
formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta
Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami
istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan
Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan
keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua
saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-
dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan
diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah
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memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan

keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

3. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini

sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi untuk Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat
untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan
tujuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain
dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang didasarkan pada salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut akan
dinyatakan terbukti apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu apabila
tenggang waktu pengajuan surat gugatan dengan kepergian Tergugat sudah
melampaui masa 2 (dua) tahun dan apabila Tergugat menyatakan atau
menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama, sebagaimana
dijelaskan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian
pada 07 Desember 2023, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
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pada bulan Februari 2020. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan surat
gugatan dengan kepergian Tergugat sudah melampaui masa 2 (dua) tahun
lamanya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama
pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana
tersebut di atas ternyata Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat
tinggal bersama bahkan tidak pernah pula berkomunikasi dengan Penggugat.
Sikap mana dalam hal ini menurut Majelis Hakim telah dapat dijadikan sebagai
indikator yang menunjukkan bahwa Tergugat telah tidak mau bersatu dengan
Penggugat melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian unsur
kedua pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil
gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau
sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
telah terbukti dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan
Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai,
sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan
Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba’in shughra sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan
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kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat
dibebankan untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang

berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat
(XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bangko pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Elmishbah Ase, S.H.|
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ermiwati B dan Muhammad Aulia Ramdan
Daenuri, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dakardi, S.Ag.,
M.Sy sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Ketua Majelis,
dto.
Elmishbah Ase, S.H.I
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
dto. dto.
Dra. Hj. Ermiwati B Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.
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Panitera,

dto.
Dakardi, S.Ag., M.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan Pertama :Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).
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